
: 1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara 

Menglngat 

b, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di 
atas, maka perubahan clan penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan 
kemball dengan Peraturan Bupati. 

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tah\m 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang 
Keduduken Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terakhir diubah del1gan Peraturan Daerah 
Nomor :3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang uang harian yang 
semula diatur melalul Peraturan Bupatl Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2010, belum terinci peruntukaMya, sehingga perlu 
ditinJau dan disesualkan kembali; 

BUPATI BEKASI 

PERUBAHAN KEUMA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

OAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASl 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR: 31 TAHUN 2011 

SERI: NOMOA: 

(_) 
SERITA OAERAH KABUPATEN BEKASI 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemblnaan clan 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daa'ah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4090); 

8. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

7. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437}; sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang·Undar.g Nornor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844}; 

- 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355}; 

4. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2003 tenting Susunan dan 

kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310}; 

3. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286}; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1987 nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3363); 



15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 
Oinas Jabatan Dalam Negeri bagi PeJabat Negara, Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawal Tldak tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 
Dinas Jabatan Oalam Negeri bagl PeJabat Negara, Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawal tldak tetap. 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembafian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nornor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsl dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomo< 
4737); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tata Tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4417); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ked!Jdukan 

Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan Perwalu1an 
Rakyat Oaerah sebagalmana teJah diubah tlga kali terakt>ir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan Peswakifan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOl1lOr 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 



Beberapa l<etentuan dalam Peraturan Bupatl Bekasl Nornor 3A Tahun 2006 

tentang Petun]uk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 

Pasal 1 

PERUBAHAN KEUMA PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3A TAHUN 

2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUOUKAN 

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PER.WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

MEMUTUSKAN 

18. Peraturan Daerah Ka bu paten Bekasl Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Organlsasl Perangkat Daerah Kabupaten Bel<asl (Lembaran Daerah Tahun 

2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah 

Kabupaten Bekasl Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahaan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten BekaSi 
Tahun 2011 Nomor 4); 

17.Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor l Tahun 2007 tentang Pokok· 

Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 
Nomor 7); 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kecludukan Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Dae<ah Kabupaten BekaSi nomor 3 

Tahun 2007), sebagaimana telah diubah bebefapa kali terakllir dengan 

Pertaturan oaeren Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Keclua Atas 

Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protoko!er dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakllan Rakyat Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 

Tahun 2007); 

Menetapkan 



t. Untuk Perjalanan o,nas dalam rangka mengikuti kegiatan 

Workshop/Bintek{Dildat/Seminar/Lokakarya/Raker clan Sejenlsnya yang 

pelaksanaannya diseleoggarakan oleh p,nak penyelenggara <fiberikan 

uang perjalanan Dinas, uang harian dan uang representasi perjalanan 

dinas sebagai berikut : 

f.l. uang perjalanan dinas diberikan l (satu) kali untuk setiap event 

kegiatan, besamya sesual dengan Peraturan Bupati 8ekasi Nomor 

32 Tahun 2010 Pasal 

f.2. uang harian (uang saku) sebesar : Rp. 550.000,-/hari 

f.3. uang representasi : Rp. 100.000,·/hari 

g. Untuk semua perjalanan Dinas yang menggunakan moda Transportasi 

pesawat/ kereta api /kapal laut diberikan blaya transportasi dari clan 

menuju bandara I stasiun / pelabuhan sebesar Rp. 400.000,- untuk l 

(satu) kali event kegiatan. 

2. Peraturan lni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan 

Bupatl Bekasl Nomor 3.A Tahun 2006 tentang PetunJuk PelakSanaan 

• 

Rp. 100.000,·/hari 

Rp. 550.000-,/hari 

Rp. 100.000,-/harl • uang makan 

- uang transport local 

( 4). Perjalanan Dinas bagi Pimpinan clan Anggota DPRD <fltetapkan Sebagai 

berikut : 

e. Uang hartan clan uang reptesentasi perjalanan dinas ditetapkan sebagai 

berikut : 

e.1. uang harian terdiri dari : 

- uang saku 

Pasal 8 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan AllQ90la Dewan 

Perwakllan Rakyat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tallun 2006 
Nomor 2 sen A) sebagalmana telah bebe<apa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Bekasl Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubaha!l Keempat 

Peraturan Bupatl Nomor 3.A Tahun 2006 tentang Petunjuk PelakSanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 3 Tahun 2006, diubah sebogai 

berlkut: 
1. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (4) hurup e angka e.1 diubah dan 

dltambah huruf f clan g baru, valtu sebagai berikut: 



BERITA DAERAH KABUPTEN BEl<AS! TAHUN 2011 NOMOR 

~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI r ' 
• 

Dlundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal : 

OR.H, SA'DUDDIN, MM 

TTD 

Dltetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal, 17 Oktober 2011 

BUPATI BEKASI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bel<asi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan kewenangan Pimpinan dan Mggota DPRD 

Kabupaten Bekasl Berikut Perubahannya. 


